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TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) BINTANG MULIA 02
DUSUN SEAYLAMA DESA SIKAKAP
KECAMATAN SIKAKAP
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

e

Membaca : Surat Permohonan lzin Operasional TAMAN KANAK-KANAK (TK)
BINTANG MULIA 02 tanggal 28 September 2022;
Menimbang : & bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada

Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dalam memberikan
layanan pendidikan Anak Usia Dini (0-6) tahun perlu
diterbitkan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK);

b. Bahwa penerbitan lzin Operasional Taman Kanak-kanak (TK)
scbagaimana yang dimaksud pada butir a, dipandang periu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupalen
Kepulauan Mentawai;

Mengingat ! 1. Undang-undang Rl Nomor 49 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Dacrah
Otonomi;

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim
Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2006 tentang Standar Pelaksanaan Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elcktronik;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia
Dini;
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9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebuda

Tahun 2013 tentang satuan pendidikan non formal;

Terintegrasl Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

12. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2020

Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai

endasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten
Kepulauan Mentawai Nomor 421.5/1356/DISDIKBUD alas [zin
Operasionnl Taman

Kanak-kanak (TK) BINTANG MULIA 02
tanggal 05 Oktober 2022;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU ¢ Memberikan 1zin Operasional TAMAN KANAK-KANAK (TK)
BINTANG MULIA 02.
KEDUA

+ Pemimpin dan/atau Pemilik Penyelenggara Taman Kanak-kanak
(TK) mempunyai kewajiban :

8. dalam pelaksanaan proses belajar mengajar mengikuti
kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayann Direktorat  Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan

Pendidikan Menengah, disesuaikan dengan kondisi
dacrah dan sekolah;

b. memeberikan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan melalui Bidang PAUD dan Dikmas, baik
itu laporan proses belajar mengajar, laporan pengelolaan
bantuan dari dana APBN maupun dana APBD;

¢. lembaga yang menerima bantuan sampai batas wakiu
yang ditentukan tidak menyampaikan laporan, maka
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berhak memberikan
teguran tertulis hingga merekomendasikan pencabutan
lzin Operasional yang telah diterbitkan, hasil rekomendasi
tersebut disampaikan ke Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai dasar untuk
menerbitkan keputusan pencabutan lzin Operasional
tersebut;

d. lembaga yang tidak melaksanakan proses pembelajaran
selama 1 (satu) minggu, lembaga akan diberi teguran, dan
apabila berkelanjutan tidak melaksanakan proses belajar
mengajar selama 1 bulan maka Izin Operasionalnya akan
dicabut;
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€. lem .

pcn:?g'a b;ﬂﬂnggung jawab memberikan layanan
dikan kepada anak usia dini i

%B}'ana.n il i ini sesuai dengan usia

f. jumlah murid minimal 12 orang setiap lembaga;

g s;:rbandmgan Jumlah pendidik dengan anak 1:12 orang

tambah 1 orang kepala sekolah, jika tidak memenuhi

maka akan ditinjau ulang pemberian izin operasionalnya,
dan apabila memang tidak memenuhi syarat maka izin
operasional lembaga akan dicabut,

L]

KETI . .

GA : Hal-hal yang belum ditetapkan akan ditinjau dan diatur kembali
menurut semestinya

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan yang mungkin terjadi dalam
penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
Pada tanggal, & Oktober 2022

Tembusan Yth :
1. Bupati Kepulauan Mentawai;

92 Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai;

3, Camat Sipora Utara; . '
4, Koordinator Wilayah Kecamatan Sipora Utara;

5. Yang bersangkutan
6. Arsip
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